PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI HASIL MASUKAN DAN
TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DPS DAN PERSIAPAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) TINGKAT KABUPATEN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERANG TAHUN 2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR
69.1 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI HASIL MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DPS DAN
PERSIAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa dalam rangka tata tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber
kegiatan rapat koordinasi hasil masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan
Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat
Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil
Bupati Serang Tahun 2024;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentan
Penunjukan Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi hasil masukan dan tanggapan
masyarakat terhadap DPS dan Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia



CATATAN:

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keud aatas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dna Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umu, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 60);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota 2024.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan
tanggal 1 September 2024.
- Lampiran 1 halaman.



